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PERATURAN BUPATI MAJALENGKA 

 
NOMOR  6  TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

KABUPATEN MAJALENGKA 
 

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAJALENGKA, 

Menimbang  :   

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 9 
Tahun 2009 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka dan Rumah 
Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka, 
perlu disesuaikan; 

 
b. bahwa ... 2 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan 
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Majalengka. 
 
Mengingat  :  

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);    

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5072); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5607); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 
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17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 255); 

18. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan 
Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 
Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan 

Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan 
Penerima Bantuan Iuran; 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran 
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 
10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun 2011 Nomor 8). 

 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG 

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Majalengka. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah Rumah  Sakit Umum Daerah Cideres dan 
Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka yang 
merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah 

sebagai Institusi Pelayanan Kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan 
pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya 

disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. 

 
7. Direktur ... 8 
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7. Direktur adalah Direktur RSUD Majalengka dan 
Direktur RSUD Cideres. 

8. Staf Direktur adalah pejabat struktural yang ada di 
lingkungan RSUD Majalengka dan RSUD Cideres. 

9. Tenaga Medis adalah dokter meliputi dokter spesialis 
konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi 
spesialis dan dokter gigi. 

10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta 
memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis 
tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan 

upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan. 

11. Obat-obatan dan Alat Kesehatan adalah obat, dan alat 
kesehatan habis pakai yang dikelola langsung oleh 

instalasi farmasi RSUD maupun dari apotek jejaring 
lainnya. 

12. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat 

BMHP adalah bahan kimia laboratorium, bahan kimia 
dan alat habis pakai radiologi, labu darah, alat 
kesehatan habis pakai, yang digunakan untuk 

pengobatan, diagnostik,  perawatan rehabilitasi medis, 
dan pelayanan kesehatan  lainnya yang dipakai oleh 

seorang pasien. 
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13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD 
atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan 

medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan 
bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak 

langsung dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan 
pendapatan fungsional rumah sakit. 

14. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang 
diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan 
sebagaimana angka 9 dan angka 10,  serta tenaga non 

kesehatan yang meliputi tenaga administrasi dan tenaga 
penunjang lainnya. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 
(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembagian 

jasa pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten 

Majalengka yang bersumber dari pelayanan pasien 
umum dan pasien BPJS kesehatan. 

 

(2) Sumber pendapatan dari pasien umum sebagaimana 
yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Majalengka, yang meliputi : 

a. Jasa Pelayanan; 
b. Jasa Sarana; 
c. Obat dan BMHP; 

d. Makan dan Minum Pasien.  
 

(3) Sumber ... 10 
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(3) Sumber pendapatan dari pasien BPJS Kesehatan 
ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada BPJS 

Kesehatan. 
 

BAB III 
BESARAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN  

 

Pasal 3 
 

Besaran dan Pembagian Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD 

Kabupaten Majalengka, diatur sebagai berikut : 

a. Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari layanan 

pasien umum adalah sebesar penerimaan riel setiap 
bulan sesuai dengan tarif Jasa Pelayanan sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Huruf a. 

 
b. Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari layanan 

pasien BPJS Kesehatan adalah sebesar 35 % (tiga 
puluh lima perseratus) dari penerimaan klaim BPJS 
Kesehatan setiap bulan. 

 
c. Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

Huruf a dan Huruf b, diatur sebagai berikut : 

1. Tenaga Medis sebesar 50 % (lima puluh perseratus); 

2. Direktur sebesar 6 % (enam puluh perseratus); 

3. Staf Direktur sebesar 8 % (delapan perseratus); 

4. Tenaga Kesehatan diluar Tenaga Medis dan Tenaga 
Non Kesehatan sebesar 36 % (tiga puluh enam 

perseratus).     
 
 
 

d. Proporsi … 11 



11 
 

d. Proporsi jasa pelayanan yang diberikan untuk Tenaga 
Medis, Staf Direktur, Tenaga Kesehatan diluar Tenaga 

Medis dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada Huruf c diatur lebih lanjut oleh 

Direktur.  
 

Pasal 4 

 
(1) Jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 

Huruf c, pertama kali dibayarkan untuk penerimaan 

Jasa Pelayanan pada Bulan Maret     Tahun 2015. 
 

(2) Pembayaran untuk penerimaan Jasa Pelayanan Bulan 
April Tahun 2015 dan Bulan selanjutnya, dibayarkan 
paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya. 

 
 

BAB IV 
PENUTUP 

 

Pasal 5 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembagian Jasa 
Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka 

dan Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten 
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
2009 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 6 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. 
 

Ditetapkan di Majalengka 
pada Tanggal 7 Mei 2015 

 BUPATI MAJALENGKA, 

 Cap/Ttd 

 SUTRISNO 
Diundangkan di Majalengka 
pada Tanggal 7 Mei 2015 

 SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN MAJALENGKA, 
 

                      Cap/Ttd 
 ADE RACHMAT ALI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 
NOMOR 6   

Salinan sesuai dengan 
Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA 

 
 
 

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd 

NIP. 19680327 199603 1 003 
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